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PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
.n DINAS PENDIDIKAN FEMUDA DAN OLAHRAGA
M Ji. Fd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax. (.22) 6631728, CIMAHI 40513, Webaite - www disdik simahihot go ¢

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMi/DA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI

NOMOR : 472 / 454 /Disdikpora

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIUIKAN, PEMUDA DAN OLAYRAGA KOTA CIMAKI,

Menimbang ¢ a lahwa dalam rangks »ieningkatkan Program
Fendidikan Non Formal dan Informal, peran serta
masyarakat sebagal mitra pemerintah  diberi
ltesempatan yang seluas-luasnya dalam
renyelenggaraan pendidikan non formal dan
iaformal;

b. lahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a
¢! aiss, penyclenggara pendidikan oleh masyarakat
periu diatur melalui perizina  penyelenggarsannya;

¢. lahwa berdasarkan pertmbangan huruf b di atas,
periu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
\ I"endidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubashannya
Bab XA pasal 28 B avat (2) dan pasal 28 C ayat (1)
serta Bab Xl pasal 31 ayat (1), ayat (2-3) dst
tentang hak warganegara untuk  mendapat
rendidikan;

2, Lndang-Undang Nemor & Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaren Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Momor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Yerlindungan Arak;

4. lindang-Undang Nomor 2C Tahun 2003 tentang
. Sistem  Pendidikan Nasio al (Lembarar Negsra
Vepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
“ambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Womor 4301);



10.

1L

12.

13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tenwang '
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negers Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
t#ntang Perubahen Kedua Atas Undang-Undang
Homor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinizhan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Mepublik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesis Nomor 19
Tahun 2005 wentang Standar Nasional Pendidikan
Bab 1 Pasal 1 ayat {14), Bab VI Pasal 29 ayat (1},
l"gsa] 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasul 38 ayat (1)
t2ntang Standar PTK dan Bab XiIl Pasal 86 ayat (1-3)
tantang Akreditasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara Rl Tahun
1990 Nomor 35);

Feraturan Pemerintah Ncmor 38 Tshun 2007

‘tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
‘‘fambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Homor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tanun 2010
tantang Pengelolaan dan Penyeienggaraan
Fendidikan sebngaimana tfelah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tshun 2010
{#ntang Pengelolaan dan Penye
Pendidikan, perlu menctapkan Peraturan Menter|
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non formal; :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayzan Rl
Nomor 81 Tahun 2013 tentdng Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137
Tahun 2014 tentang Stander Pendidikan Anak Usia
Dini;

Pe=raturan Menteri Pendidikan dan Kebudayian
Fepublik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
P'endirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Teraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
t:ntang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
(embaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomaor
k5 Seri D);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

-

14, Feraturan Dacrah Kotz Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran
I‘aerah Kota Cimahl Tahun 2008 Nomor 88 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kota Cimahi Namor 2 Tahun 201! (tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kowa Cimahi
Nomor 8 Tehun 2008 tentang Dinas Daerah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011
Nomor 115 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor
179).

1. TProposal permohonan Perpanjangan lzin Operasional
Fendidikan Anek Usia Dini (PAUD) Pos PAUD
CERDAS CERIA Nomor 26/PPCC/X/2016 rtanggsl
25 Oktober 20186,

2. laporan Tim Verifikesi Lembaga tanggal 28 Oktober
Tahun 2016 tentang persyaratan, Pos PAUD
CERDAS CERIA  dapat diberikan persetujusn
Operasional  Pendidikan. Non  Forma! vyang
disclenggarakan masyarakat, dengan Kketentuan
bahwa izin penyelenggaraan tersebur  dapat
ciberikan delam batas-batas dan ketentuan hukum
dan perundang-undangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN :

KEPUUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA |
DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI TENTANG IZIN
OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL

Menctapkan izin operasional kepada ; '

Nama Lembaga . Pos PAUD CERDAS C

Alam=t i Jl. Terusan No. 4! RT G7 RW
03 Kel. Cimahi Kee, Cimahi
Tengah Kota Cimahi

Jenis Layanan - Pos PAUD

Nama Pemimpin : YATTY SUHARYATI!

Ketun Penyelenggara | YATTY SUHARYATI

lzin penyelenggaraan tersebut berlasku mulai Bulan
Novuember Tahun 2016 dan berakhir sampal dengan
Bule:: Oktober Tahun 2019



KETIGA :' Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanaken Kegiatan Belajar Mengajar
(XBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;

2. Wajib mentaati peraturan  perundang-undangan
vang berlaku dan  atau yvang akan ditentukan
lemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuar dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;

4. Wajib mengajukan permohonan baru sclambat-
limbatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 5 November 2016

v

NIP. 197205201999011001



